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Abstraksi :

Efekriftidaknyapencapain tujuan sebuah kebijakan publik, salab satunya ditentukan
oleh efekrif tidaknya proses perumusan kebijakan publik itu sendiri. Demikian,
karena perumusan kebijakan sebagai salah satu dimensi dari manajemen kebijakan
adalah tabapan dari sebuah proses pengembangan "value”, dalam sebuab kebijakan
B publik dalam bentuk kontribusi “value” antar sub-sistem. Value yang dikreasikan
A pada tabap perumusan menyumbangkan pada tahap implementasi. Value yang
dzéwasz&an paa’a tabap implementasi menyumbangkan pada tabap kincrja kebijakan. Pendekatan value
crg(z_z‘_zon ini, merupakan pendekatan manajemen dalam proses kebijakan. Keberbasilan pada masing-
mézsz'fzg~masing 'z‘abap akan .mengkam‘rz'busz'kan keberhasilan pada fabapan selanjutnya, demikianpun
sebaliknya. Pengembangan “value’, dalam proses permmusan kebijokan Polmas, adalah sebagai proses
pengembangan “value” dalam bentuk kontribusi "value” antar sub-sistem. Value yang dikreasikan pada
tabap perumusan kebijakan Polmas menyumbangkan pada tahap implementasi kebijakan Polmas. "Value”
yang dikreasikan pada tabap implementasi menyumbangkan pada tabap kinerja kebijakan Polmas.

Kata kunci: Manajemen, Perumusan, Kebijakan, Perpolisian, Masyarakat, Stakeholders,

Pendahulvan Mengacu pada administrasi publik, salah
satu instrumenuntuk mengatasi masalah tersebut

5 .Tant'angar.l t”gas Po;rillfe dep anéiteruiama adalahdengan kebijakan publik. Alasannya,
agl para pimpinan  Tolri semasin  berat kebijakan publik dapat digunakan oleh Polri

dan kompleks. Di samping harus mampu ) ) )
P pmng P untuk melakukan intervensi berupa tindakan

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

(good governance), juga harus mampu memenuhi terkait fungsi dan tugas pokoknya. Ini jelas

harapan dan aspirasi masyarakat yang dilayani diamanatkan dalam (UU. No. 2 Tahun 2002),
serta memecahkan masalah  publik, yang

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
pada Pasal 2 bahwa Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan

berkaitan dengan masalah  keamanan dan
ketertiban  masyarakat  (kamtibmas) yang

senantiasa  tumbuh  dan  berkembang di o )
L & Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan
masyarakat. .
) ketertiban masyarakat, penegakkan hukum

Dr Yopik Gani, SIP, M.Si, Posen pada Sekolah Tinggi Hmu Pﬁfhﬂd'{lﬂgaﬂ, Pengayomaﬂn d‘al’l pelayanan

Kepoisian -PTIK kepada masyarakat. Artinya, Polri sebagai
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Peraturan Kepohsmn dalam (UU No 2 -

'. '.Tahun 2002) tersebut ‘adalah segala Pemturan

| --.---'_yang dikeluarkan oleh Polri | dapat mempakan

Peraturan Kapolr;. (Perkap), tetapl juga dapat
* Surat - Keputusan (Skep), Maldumat Polri,
-dan 1&n~1am di ‘masa - lalu..., ..... Peratuxan
Kepolisian adalah ‘bentuk  public policy yang
' 'd1tuangkan dalam bentuk perundang-undangan

yang - mengikat: -masyarakat. atau sebagian

masyarakat tertentu....”.

Proses reformas1 yang telah dan sedang
berlangsung untuk ‘menuju
sipil ~ yang demokrans membawa “berbagai
perubahm d1 dalam sendi—sendl kehxdupan
berbangsa dan bernegara Polri vang. saat ini
sedang melaksanakan proses reformasi untuk
menjads polisi sipil, harus dapat beradaptasi
dengan perkembangan masyarakat dengan
merubah  paradigma yang menitikberatkan

masyarakat

pada pendekatan yang reaktif dan konvensmnal

= : :.-::sesua_la dengan pera’rurén pemndang—uﬁdangan (No Pcﬂ .SKEP/737/X/2005) :
- Pasal 14 ini; ‘oleh: Awaloedm Djamm (2011 93),

o i kemudlan dijelaskan bahn

: Masalahnya, adalah Polmas sebagm sebuah:if_'.:':-
: pxoduk _kebz_]akan ‘masih’ bersﬁat sentrallstxk'_"-

mekanistik,
ruangan yang tert:ump (Haw% box) yang tzda.k"

-memungkmkan masuknya mterven31 dari pihak“j" -

luar. Artmya, : proses pcmmusan kebgakan B

-Polmas terkes&n tertutup Peran Polri dalam

pemmusan kebgakan Polmas m351h sangat -
domman, pelibatan :m,éebalders sangat terbatas.
Hal ini kemudian “menyebabkan kebx;akan'
Polmas 'menjadi tidak efekdif karena kurang
mendapat-dukungan dari szakeholders.

Perumusan Kebijakan Publik

Tuntutan ' masyarakat yang semakm_
bertambah dalam era reformasi membuat beban
tugas pokok dan fungsi Polri semakin kompleks
dan variatif, schingga menjadi tantangan personil
Polri, lihuélisnya jajaran pimpinan Polri untuk
semakin  kompeten dalam menghadapi dan
mengantisipasi tantangan tersebut. Kompetensi

para pimpinan organisasi publik termasuk

~ (kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif
dukungan publik dengan

semua

dan mendapat
mengedepankan  kemitraan  dengan
stakeholders atau pemangku kepentingan masalah
keamanan dan ketertiban.

Berkait dengan wuralan di atas, Polri
telah  merumuskan dan  bahkan  telah
mengimplementasikan model pemolisian yang
diharapkan sejalan dengan perkembangan
masyarakat saat ini. Model penyelenggaraan

Polri yang semestinya dimiliki, sebagaimana
dikemukakan oleh Joko Widodo (2008:
5), bahwa kompetens pimpinan organisasi
publik setidaknya mencakup peningkatan
kemampuan,  baik pengetahuan
(nowledge), kecakapan (capability), ketrampilan
(skill), keahlian (expertise), sikap (atfirude) dan
perilaku (bebavior) dalam menjalankan apa yang

berupa

menjadi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab
yang diamanatkan kepadanya.
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i dan seoiah—olah berlangsung dalam '




Dalam;--'kepustakaan admm;strasz negara

2 --salah.sam kompeten51 atau- kemampuan yang
i 'hfirus d1m1];k1 oleh’ pemimpin organisasi publik

.'.'..'_.tcrmasu}\ _éiam hal ini pimpinan Polri- adalah

" _ﬁ3membangun hngkungan yang memungkinkan

: '_'.':_f;setmp' aktor, balk bisnis maupun mriaba, untuk

_pu' mengembangkan diri. menjadz pelaku-

G __pel&ku yang kompetltif bzuk secara domesnk

0 -."'_ml hanya dapat dlcxptakan secara, efei».tif dengan
;'kebqakan publik. Kebijakan publik yang baik,
~adalah kebijakan publik yang mendorong atau

"":yfmg memungkmkan setlap Warga ‘masyarakat
B membangun daya. saingnya. Oleh karena itu, Polri

}ang ‘memiliki fungsi dan tugas pokoii menjaga
dan. memelihara keamanan dan ketertiban
masyamkat seyoglyannya ‘memiliki Lompetensz
dan kemampuan merumuskan kebijakan publik
ywng tepat dan efektlf yang dapat menciptakan
hngkuncran yang aman dan tertib bagi setiap
warga masyarakat untuk mengembangkan daya
saingnya.

Dalam membahas masalah perumusan
kebijakan, kiranya terlebih ' dahulu
dikemukakan, bahwa perumusan kebijakan
adalah salah satu dari 3 (tiga) dimensi manajemen
Lebz_]akan pubhk Menurut Nugroho (2011:
491), manajemen kebijakan publik sebagai
proses terdiri atas 3(tiga) dimensi pokok, yaitu
perumusan, implementasi dan pengendalian.

perlu

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
perumusan kebijakan merupakan salah satu
rangkatan proses kebijakan. Pemahaman tentang

ﬁ‘i‘"ﬁ'ﬁﬁjfﬁ'ﬂﬁéﬁ" k&b’ij alcamr pubiilx,"' : bcb'dga.i j)?’c?.s‘é‘é‘

menggunakan pendekatan klasik tentang sistem
yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
pemahaman dan praktik manajemen kebijakan
publik yang akan diadopsi. Oleh karena itu, ada
berbagai model proses kebijakan yang dapat
dikembangkan dalam dimensi perumusan
kebijakan {termasuk dimensi implementasi
dan pengendalian), misalnya model sistern dari
Easton yang kemudian dikembangkan oleh
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_ smdi Tert:mg Perumusan I\ebmkm I’cmﬂl:smn Masyarakar

Anderson, Dunn, Patton dan Savicky. Lanjut

penjelasannya, bahwa -sebagai sebuah proses,
kebijakan' publik mempunyai proses Saling

*valzze _antar sub-sistern. Value yang dikreaslkan

pada- 'téhap perumusan menyumbangkan pada
taimp implementasi. Value yang dikreasikan pada ko
tahap implementasi menyumbangkan padatahap -
kinerja. kebijakan. Pendekatan walue creation

ini, menurut Nugrho (2011: 500), merupakan
pendekatan manajemen dalam proses kebijakan.
Keberhasilan pada masing-masing-masing tahap
akan mengkontribusikan keberhasilan pada
tahapan selanjutnyva, demikianpun sebaliknya.
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa
keberhasilan atau kegagalan dalam  proses
kebijakan pada tahap perumusan Lebijakan akan
menetukan efektivitas kebijakan, baik pada
tahap implementasi maupun pada tahap kinerja
kebijakan.

Menurut Anderson {(dalam Winarno, 2008:
93), perumusan kebijakan menyangkut upaya
menjawab = pertanyaan bagaimana berbagai
alternatif  disepakati untuk
dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

masalah yang

Dari - pendapat ini-dapat dijelaskan bahwa
perumusan  kebijakan
yang spesifik-ditgjukan untuk menyelesaikan

merupakan  proses
persoalan-persoalan” khusus yang ada dalam
masyarakat. Tal senada juga dikemukakan
oleh W.-Dunn (2003: 24), bahwa perumusan
kebijakan publik adalah aktivitas  pejabat
publik merumuskan alternatif kebijakan untuk

&mengatasi mﬁsﬂiﬁh’: Eﬁﬁ "pE’OS@S'“""Pﬁl'umusan"“ RS et

kebijakan  publik
proses hubungan timbal balik antara elemen

tersebut, merupakan
stakeholders kebtjakan, lingkungan kebijakan dan
kebijakan publik. Model perumusan kebijakan
yang dikembangkan Dunn ini melihat proses
perumusan kebijakan publik sebagai sebuah
sistern, yang bersifat dialekeik. Artinya, antara
faktor subyek dan obyek serta lingkungan
merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling




e Pubhk

S _:'--'ole_
. ..j_"_'..bempa tindakan tertentu dalam memecahkan
~ masalah pubhk Hali ini selaras dengan pengertlan

" BEdT Lenmrzg r’cmmusm lacbga.xan f:“erpoismm Masyzr.rukaz

melengkap1 dalam proses pemmusan keszakan

_ publik: yang akan menentukan efektlf 'ﬂdaknya 5

. sebuah kebgakan pubhk

_ Mengacu pada il admm1stra31 pubhk '
salah satu instrumen untuk raengatasi persoalan
adalah dengan kebgakan pubhk-

 Alasa ya, kebyakan pubhk dapat dlgunakan-_' ‘bl Lanjut pen_;elasan Wmamo (2008 9 4)’._._3_.._.:_ o

merinth. unt‘uk melakukan intervendt -.bahwa modei~modei  perumusan iaebijakan yang .

e kebgakan pubhk yang dzkemukakan oleh Leslie

A:P21(1987:4) bahwa kebijakan publikdiartikan

' sebagau as a'course of action or inaction chosen by
public: am‘bomtzgs to-address a given problem or
interralated set of problem. Selanjutnya Anderson
(dalam Islamy, 1994:19) mengemukakan, balrwa
kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan
yang mempunyai tujuan tertentu yang ditkuti
dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

P_end_ap_at_itu menegaskan, bahwa hakekat
k;ebij_ékan .-Plib],ik adalah  bertujuan untuk
menyerap dinémika sosial dalam masyarakat
untuk, dijadikan acuan perumusan kebijakan
agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.
Ini dibenarkan oleh Anderson (dalam Lembaga
Ad_ﬂ_iinistrasi Negara, 2000 : 2), baliwa kebijakan
publik sebagai suatu respons  dari- sistem
politik terhadap demand/claims dan supports
yang mengalir dari lingkungannya. Pilihan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dalam memecahkan masalah publik, adalah
proses hubungan timbal balik antara ketiga

| ) pubhk

: penjelasan-pen_;elasan

kebljakan pubhk chrumus_ n. -Hal '1111 senada

alternatzf

' .dengan pendapat Wmarno (2008 94), bahwa}i.___ o
kegmtan ‘utama dan ~perumusan - kebijakan -
~adalah memlbh zltemat]ﬁaitematif S
~guna:, menangam masalah kebgakan, maka-_"-_ .
sebenamya e

merupakan model~model pembuatan kebgakan Sl

' .“dzkembangkan para_ ahli tersebut. dlmaksudkaﬁ:_ 3

untuk menyederhanakan ‘proses  perumusan -
kebijakan yang sangat rumit dan sekaligus untuk
mempermudah memahami proses perumusan -

kebijakan publik.

Merujukdari pendapatitudanagarkebijakan
publilkc - Polri terkait masalah Kamtibmas ke
depan lebih terintegrasi dan komprehensif serta
mendapat dukungan dari masyarakat dan instansi
pemerintah.. Kiranya perumusan kebijakan
publik Polri penting untuk memperhatikan dan
mengadopsi model perumusan kebijakan publik
yang lebih tepat sehingga dihasilkan sebuah
kebijakan publik yang tepat, komprehensif serta
mendapat dukungan dari semua szakeholders
sebagai pemangku kepentingan. Hal ini senada
dengan pendapat Awaloedin Djamin (2007: 79),
bahwa dalam negara demokrasi pemerintah tidak
boleh bersikap "lebih mengetahui kebutuhan
dan _.masalah masyarakat”, dengan membuat
kebijakan tanpa mendengar masyarakat inu.
Praktik-ini dapat disebut "benevolent autocracy”.
Pemerintah  negara  demokrasi  sebelum

merumuskan suatu  kebijakan, mendengar

lebih-dahulu-aspirasi-ebyek-yang-akan-dicaloap-—mommiv

~clemen tersebut. Yang kemudian menghasilkan
kebijakan yang  komprehensif, efektif dan
mendapat dukungan dari para  swkeholders
dalarmn  memecahkan masalah yang melatar
belakanginya.

Menelusuri kepustakaan tentang perumusan
kebijakan publik, ditemukan bahwa perumusan
kebijakan publik merupakan penyajian berbagai
penjelasan  alternatif mengenai bagaimana

kebijakan tersebut. Juga konsultasi dengan
instansi terkait, perlu diadakan, karena akan ikut
terlibat dalarm pelaksanaannya (policy research
sebelum formulation). Pendapat ini senada
dengan yang dikemukakan oleh  Saefullah
(dalam Agustino, 2006: v), bahwa saat ini banyak
kebijakan publik yang kehadirannya lebih
berpihak pada kekuasanan. Hal ini mungkin
terjadi  adalah karena proses kebijakan publik
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; '_:sél_aﬁna ini ‘masih berlangsung dalam ruang
 tertutup. Masyarakat hanya dapat mengakses
tahapan-tahapan yang tidak bersifat krusial,
_ sementara jtu tahapan yang signifikan justru
' bé:lé_ngsung’-ineialui proses lobby dan negosiast
: }raﬁg penuh dengan kerahasiaan yang bersifat
elitik. . Padahal -menurut . Raphael L. Nombo
P (1999 25)J bahwa kecenderungan umum yang

 ' terjadidi ban_'yak negara di dunia, tidak terkecuali

~ negara berkembang, ialah pergeseran mekanisme
perumusan kebijakan yang sebelumnya hanya
terpusat pada aparat pemerintah kemudian
mengarah ke arena publik dan melibatkan
banyak komponen yang lebih luas.

“Argumen itu  mendapat pembenaran
teoritik dari model sistem perumusan kebijakan
yang dikembangkan oleh  Dunn. Menurut
Dunn (2000: 110-111), bahwa kebijakan publik
yang efektif harus peka terhadap lingkungan
(environment), bukan hanya produk subyek
semata terhadap adanya muntutan®, bahkan
Sutherland (1977: 63), menyatakan ‘bahwa
setiap tujuan dari suatu kebijakan dapat dicapai
atau tidak sangat ditentukan oleh lingkungan,
sedangkan lingkungan sendiri dipengarubi oleh
ruang dan waktu”,

adalah

suasana tertentu yang menyebabkan kejadian di

Elemen lingkungan kebijakan
sekitar isu kebijakan itu muncul, mempengaruhi
dan juga dipengaruhi oleh pelaku kebijakan
dan kebijakan publik itu sendiri. Hal ini selaras
dengan pendapat Dunn (2003 :111), bahwa
~ lingkungan kebijakan (poficy environment) yaitu

konteks khusus dimana kejadian disekeliling

isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan
dipengaruhi  oleh pembuat kebijakan dan
kebijakan publik. Policy siakeholders

para individu atau kelompok individu yang

yaitu

mempunyai andil di dalam kebijakan karena
mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
keputusan pemerintah, sedangkan kebijakan
publik (public policy) merupakan rangkaian
pilihan yang kurang lebih saling berhubungan
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(termasuk keputusan-keputusan untuk tidak
bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat

pemerintah.

Kebijakan publik Polri dalam ‘hal ini, =

kebijakan Polmas merupakan realisasi dari

salah satu fungsi pemerintah dalam bidang
pelayanan publik, yaimu pelayanan pemerintah - -
terhadap warganya dalam masalah keamanan .

dan ketertiban. Masalah pelayanan keamanan
dan ketertiban sebagaimana diatur dalam
konstitusi yaitu UULD 1945, khususnya pada
Pasal 30 yang diemban oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri). Dalam pada ity,
untuk mengoptimalkan hal tersebut maka
pemerintah  menerbitkan  Undang-Undang
(No. 2 Tahun 2002), tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 2
menjelaskan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masydrakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Isi Pasal ini dapat dimaknai, bahwa Polri adalah
salah satu bagian dari pemerintahan negara
(eksekutif). Pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan
"Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan
yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban
dan menjamin keamanan umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Kedua pasal
tersebut kemudian bermuara pada Pasal 15
ayat (1) e yang berbunyi "Kepolisian Negara
Republik Indonesia secara umum berwenang:

e Drfiﬁﬁg&{ﬂ&f}{&ﬂ -perams:an - k@p()liSiﬁ.ﬂ . dalam- S SN

lingkup kewenangan administratif kepolisian”.
Pasal-pasal itu, adalah dasar bagi Polri memiliki
wewenang  merumuskan  suatu kebijakan
publik yang terkait dengan lingkup fungsi dan
tugas pokoknya. Artinya, Polri dalam rangka
mengoptimalisasi fungsi dan tugas pokoknya
terutama  dalam  menciptakan  Kamtibmas
memiliki kewenangan untuk membuat atau

merurmuskan suatu kebijakan yang komprehensif




: sebagalman dlamanatkaﬂ P‘rlda ]?asal s :
Ll @ dgelaskaﬂ bahwa' hubungan kerja sama di taha
- dalam negeri dxlakukan_temtama dengan unsur-
T L Penegak hUkuma_
badan iembaga, mstan51 lam serta masyall‘aimt .
dengan meﬁgembangkan asas P‘artislpasl dan

St .Ltnl:dli.b..i. epuisa e

_- memmuskan kebljakan.:Pohnas yan.g dltujukan.
i unmkmemecahkan masalah publ&yaknlmasaiah

5 g, kﬂmtlbmas yang merupakan hngkup fungsz
- i dan tugas pokoknya seyoglyanya dalam- proses

R pemmusannya tentunya harus memperhaukan

(t;ga) elemen kebljakan sebagalmana yang
: d1kemukankan oleh Dunn (2003 : 110), yaitu
- elemen: hngkungan, Stakeholders dan kebijakan
~ publik. Hal ini penting - diperhatikan terutama
untuk merumuskan sebuah kebijekan yang
3 benar—benar efektlf

R Berdasar pada uraian /ini, maka kebgaI\an
Polmas .semestinya . - peka .dan  akomodatif
terhadap ‘tuntutan lingkungannya, oleh karena
itu kebijakan - Polmas . sebagai kebijakan Polri
yang bertujuan untuk melibatkan peran akeif
masya_ral_;at -dalam - menciptakan - Kamtibmas

dalam - lingkungannya : = dalam - proses
perumusannya hendaknya lebih peka terhadap
berbagai  aspek < yang mempengaruhinya.

Argumen itu, senada dengan pendapat Dunn
(2003 :111), bahwa kebijakan negara yang efektif
harus peka terhadap lingkungan (environmenz)
bukan hanya sebagai produk dari subyek (aktor)

semata terhadap adanya tuntutan dari public

:-_ayat tidal

".ri\/}.ﬁaﬁékala "-.proses formu1a31 tadak ddak_ukan."_.“'

'?Im.phkasmya, dapat sa}a é.pa yﬁﬁg ménj adz ﬁijuan::-_--'-_
dan’ sasaran - kebgakan sulit” dicapai - sehzngga L

dan .kmer_}.a kebgakan

1mplementasz

masalah pubhk yang ada dalam masyarakat tldak_
dapat dzpecahkan Masalah ini paralel dengan -

yang dikemukakan Nugroho (2011 500), bahwa. i

kebijakan | publlk mempunyai proses saling -

_mengembangkan dalam ‘bentuk “kontribusi

"value” antar sub~ 51stern Value yang dikreasikan
pada tahap perumusan menyumbangkan pada
tahap implementasi. Value yang dikreasikan |
pada tahap implementasi menyumbangkan pada
tahap kinerja kebijakan. Lanjut penjelasannya,
bahwa' pendekatan wvalue creation ini, merupakan
pendekatan manajemen dalam proses kebijakan.
Keberhasilan pada masing-masing tahap akan
mengkontribusikan keberhasilan pada tahapan
selanjutnya, demikianpun sebaliknya. Oleh
karena itu, pada tahap formulasi kebijakan perlu
dilakukan .identifikasi dan -analisis masalah
secara tepat dan komprehensif agar diramuskan
suatu kebijakan yang benar-benar efektif dan
dapat diimplementasikan dengan baik yang
selanjutnya dapat mencapai tujuannya, yaitu
memecahkan masalah yang melatari kebijakan
tersebut.

) pmélem

E"’emmusam Kebijakan (Poficy Formulation)
Perpolisian Masyarakat

‘lahap  perumusan  kebijakan  (poficy
Jormulation) merupakan tahapan yang sangat
krusial, oleh karena itu penting untuk dikelola
dengan baik dan seoptimal mungkin. Tahapan

inl merupakan salah satu faktor penentu efektif

Terkait proses perumusan  kebijakan
Polmas, dan sebagaimana telah -dikemukakan
sebelumnya, bahwa dasar hukum perumusan
kebijakan Polmas adalah (UU. No.2 Tahun
2002), khususnya Pasal 15 ayat (1) e, bahwa
Polri  dalam menyelenggarakan
tugas pokoknya secara
mengeluarkan  Peraturan  Kepolisian  dalam

lingkup kewenangang administratif kepolisian.

rangka

umum  berwenang
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* Dan' mekanisme. pembuatan kebijakan Polmas
-_sebagal standar  baku proses pembentukan
pemmusan P-_erpol atau kebijakan publik Polri
_'__adalah Perkép' Kapolri (No. 26 Tahun 2010),
- tentang Tara Cara Pembentukan Peraturan

-"-:_Kepohs;an Oleh karena,. setiap - Peraturan
- Kepolisian . ‘atau - kebijakan publik Polri.yang
~dibuat tentunya ‘berdasarkan (UU. No.2 Tabun

.'-'2002) khususnya Pasal 15 ayat (1) e dengan

mekanisme - pembuatannya mengacuh pada
Perkap Kapolri (No. 26 Tahun 2010). Adapun
tahapan -atau mekanisme pembuatan Perpol
atau kebijakan publik Polri, sebagaimana Perkap
Kapolri (No. 26 Tahun 2010}, meliputi:

1. Pengajuan saran pembuatan Perkap dari
- pengemban fungsi yang terkait dengan
 materi muataﬁ_ ‘Perkap atau dari fungsi
-pembinaan hukum Polri;

2. Arahan Kapolri;

Pembentukan Pdkja oleh pemrakarsa;

[N ]

Pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja;

b

Pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja
dengan mengundang satker terkait;

hasil

pembahasan ke fungsi pembinaan hukum

Polri disertai softcopy file;

6. Pengiriman Perkap

rancangan

7. Fungsi pembinaan hukum Polri membentuk
Pokja dan melakukan pembahasan awal
dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi
b mcangan Perkap,

3. Penﬂraharmomsasmn dan

rancangan Perkap;
9. Pengiriman  hasil  harmonisasi dan

sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum
Polri kepada Kasatker pemrakarsa;

10. Pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker
Pemrakarsa kepada Kapolri;

11. Paparan rancangan Perkap dari Kasatker

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 077 | Juni - Desember 2012

sinkronisasi

Seudt Terrany Perunmown Fobijalamm Perpolistar irtaypa

Pemrakarsa kepada para pejabat utama
Mabes Polri (bila diperlukan);

12. Penandatangan Perkap oleh Kapolri; =~

13..Régistrasi Pérkap ke Setum Polri oleh Satker
Pemrakarsa;

14. Penyerahan Perkap yang telah diresgistrasi
dari .. Satker - pemrakarsa kepada = fungsi
pembinaan hukum Poli -sebanyak 3(tiga)
rangkap asli beserta soficopy file;

15. Pengundangan Perkap ke dalam Berita
Negara Republik Indonesia oleh Menkum
dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum
Polri; dan

16, Sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi
dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.!

Memperhatikan Perkap Kapolri (No. 26
Tahun 2010), tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Kepolisian di atas, dapat dikemukakan
bahwa pembentukan Peraturan Kepolisian atau
kebijakan Polri, memang tidak mengakomodir
pelibatan stakeholders atau pihak-pihak terkait
terhadap kebijakan publik Polri, termasuk dalam
hat ini kebijakan Polmas. Dan jika dikaitkan
dengan model perumusan kebijakan dengan
model sistem. yang dikembangkan W. Duan
(2003:110-111), nampak tidak sepola. Terutama
dalam  hal stakeholders  kebijakan.
Dalam Tata Cara Pembentukan atau proses

elemen

perumusan kebijak‘m Polri termasuk Polmas

.dan bahi:m t-id‘a.ix menjadi bdgian dari PfOseS

perumusan  kebijakan publik Polri termasuk
Polmas.

Berdasarkan analisis itu dapat dikemukakan
bahwa proses perumusan kebijakan Polmas baik
dalam tahap perumusan masalah hingga tahap
stakeholders

penetapan  kebijakan pelibatan

1, Derkap Kapolri (No. 26 Tahun 2010}, tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Kepolisian.




: :.""'kebljakan Polmas, ini

i * " Srudi Tentang Perumusan Kebijalan Perpolisian Masvarakat : .

_ '."lih.gmangfi dak ada.Kalaupunituada,itupunhanya

; - sebatas ruang yang tidak lebih sebagai media
- untuk mendapatkan masukan atau tanggapan
_terhadap konsep Polmas dan dukungan dari para

- pakar terhadap kebijakan Polmas. Tidak adanya
- pelibatan sfakeholders dalam proses perumusan
disebabkan karena
raturan pemndangmundangan vang berlaku
yaitu (UU No. Tahun 2002) , khususnya Pasal
o 15 (1) e, yang memang tidak membuka peluang
untuk pelibatan  stakeholders dalam  proses

_péfumusan kebijakan Polmas. Demikian, karena

e interpretasi Polri terhadap pasal tersebut, bahwa

~pembuatan Perpol adalah sebagai kewenangan
Polr, schingga kemudian muncul anggapan
bahwa tidak ada kewajiban bagi Polri untuk
- melibatkan szakeholders dalam proses perumusan
. kebijakan Polri termasuk dalam hal ini kebijakan
~ Polmas, walaupun kebijakan Polri termasuk
Polmas dapat mengikat pihaklain.

Interpretasi Polri atas Pasal 15 Ayat (1)
e tersebut, jika dikaitkan dengan penjelasan
Momo Kelana (2002: 88-89), justru berbading
terbalik. Momo Kelana menjelaskan  bahwa
kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk
mengeluarkan Perpol adalah bagian dari “fungsi
pengaturan” yang diemban oleh Polri-sebagaj
bagian dari orgéﬁ pemerintahan n'egara, yang
bukan merupakan produk lembaga legislatif.
Ini dijelaskan dalam Pasal 2, (UU No. 2 Tahun
2002), tentang Polri bahwa "Fungsi Kepolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

_ masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
Oleh karena itu, menurut Momo Kelana (2002),
Perpol adalah peraturan yang dikeluarkan oleh
kepolisian berupa perintah atau larangan dalam
lingkup tugas kepolisian yang ditujukan kepada
penduduk. Dengan demildan, Perpol mengikat
warga masyarakat karena Perpol dikeluarkan
untuk kepentingan masyarakat, demikianpun
kebijakan Polmas. Oleh karena itu, semestinya
Polri pada saat merumuskan kebijakan Polmas

tentunya harus melibatkan pihak-pihak terkai
karena kebijakan Polmas mengikat Warg
masyarakat. ;

Mengacu pada temuan di
hukum pada UU Polri telah menutup peluan
adanya pelibatan szakebolders dalam perumus a
kebijakan Polmas, termasuk
mekanisme atau tata cara pembuatan Peratu;

Kepohsmn Menurut Anderson dalam Wzna.rno_
perumusan kebgakan g

(2008:
menyangkut

93), bahwa
upaya

bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk
masalah-masalah yang dikembangkan dan smp__a:.. .-
yang berpartisipasi. Pendapat Anderson tersebut
mengandung makna,bahwa perumusankebijakan
merupakan proses yang spesifik ditujukan untuk - -
menyelesaikan persoalan khusus yang ada dalam -
masyarakat, Oleh sebab itu, perumusan kebijakan

publik merupakan penyajian berbagai penjelasan

alternatif mengenai bagaimana kebijakan publik
dirumuskan dan siapa-siapa saja (stakebolders)
yang semestinya terlibat dalam perumusan

kebijakan.

Berkait perumusan kebijakan Polmas dengaﬁ
merujuk dari wraian di atas, dapat dijelaskan
bahwa proses perumusan kebijakan Polmas, baik

keterhubungan timbal balik antara stakeholders
dan lingkungan kebijakan, maupun stwkebolders
dan kebijakan Polmas, dengan mengacu pada
model sistem perumusan kebijakan Durin

(2003), seyogiyanya aktor utama kebijakan

dalam hal ini Polri berinisiatif membangun

k{’ﬁ'jﬁ 'Sﬁmﬁ .,&e.ﬂgan.. aktor—aktoriﬁm,untuk S

memberi ruang dan peluang bagi mereka untuk

ikut mengidentifikasi masalah dan mengajukan

berbagai alternatif kebijakan yang kemungkinan
dapat dipilih dan disepakati untuk memecahkan
masalah yang dikembangkan. Faktanya, hal
ini tidak terjadi, upaya aktor utama kebijakan
Polmas dalam hal Polri untuk membangun
kerja sama melalui mekanisme koordinasi
tidak ada. Kerja sama yang dibangun hanya
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lapangé =
perumusan kebijakan Polmas yang berdasar_-';._;

dalam hal ini,

menjawab  pertanyaan -




sebatas -

"i:’f*r'nmn s, o hnf}i arn. Pmnrs]! sign, Bdasyarakat

Smdi Tentang

' Polmas. Gejala ini merupakan fakea lapangan
"_jé_éﬂg Jelaskan bahwa perumusan kebijakan
*'"_'Polmas “belumlah - menggambariuan adanya

e hubungan timbal balik antara elemen-clemen

-kebgakan pubhk sebagaamana d1kemukakan

s W Dunn (2003 110), yamz bahwq perumusan
e -sebuah kebgakan pubhk adalah keterhubungan
- -"tlmbﬂ Dbalik

“antara elemen hngi\ungan,
sz‘akebolders/aktor kebgak&n dan Lebgakan
publlk Tni berarti, proses perumusan kebijakan
Polmas seyoglyanya menggambarkan hubungan
smergls antara elemen lingkungan, siakebolders
atan aLtor dan kebljalxan Polmas. '

3 __:_-:Tahapan perumusan  kebijakan Polmas
dengan mengacu pada Tata Cara Pembentukan
Perpol, belum menggambarkan < adanya
mekanisme yang jelas terkait masalah agenda
setting, ‘yaitu -tahapan perumusan " kebijakan
yang ‘memberi ruang bagi stakeholders untuk
memaknai masalah yang melatarbelakangi
kebijakan Polmas sekaligus sebagai produk atau
fungsi dari adanya perdebatan baik tentang
rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian
atas suatu masalah tertentu. Menurut W. Dunn
(7003 25), tahapan perumusan - kebijakan
meliputi; 1) Penyusunan Agenda set¢ing. Agenda
setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat
strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam
prd'sés_ inilah memiliki ruang untuk memaknai
apa yang disebut sebagai masalah publik dan
prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

_Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status

sebagai masaiah publik, dan mendapatkan
prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut
prioritas untuk mendapatkan alokasi sumber
daya publik yang Iebih daripada isu lain.

Dalam agenda sesting juga sangat penting
untuk menentukan suatu isu publik vang akan
diangkar dalam suatu agenda pemerintah. Tsu
kebijakan (poficy issues) sering disebut juga
sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy
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ruang-;.kbnslﬂiasz dengan para pakar .
. .:.unmk mendapatkan ‘masukan terkait kons &p

issues bzasanya muncul karena relah terjadi silang
pendapat di, antara para aktor mengenai arah
~ tindakan yang telah atau akan dnempuh atau

pertentangan ‘pandangan mengenai  karakter

‘permasalahan’ tersebut. Lanjut penjelasan W,
Dunn (2003), bahwa isu kebijakan merupakan

produk atan fungsi dari adanya perdebatan, baik
tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun
penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun
tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda
kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa
dijadikanagenda kebijakan publik (Kimber, 1974;
Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan
Gunn, 1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu 2 jika
diabaikan, akan menjadi ancaman yang
serius;

2. Telah tingkat
tertentu berdampak dramatis;

mencapai partikularitas

3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut
kepentingan orang banyak (umat manusia)
dan mendapat dukungan media massa;

4. Menjangkau dampak yang amat luas;

5. mempermasalahkan keluasaan dan

keabsahan dalam masyarakat;

6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable
(sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan
kehadirannya).?

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya

“dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan

esensi kebijakan, juga keterlibatan srakeholders,
atau dengan kara lain sebuah kebijakan tidak
boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan
keterlibatan stakeholder; 2) Formulasi kebijakan,
masalah yang sudah masuk dalam agenda
kebijakan kerudian dibahas oleh para pembuat
kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan

2. didownload pada 18 Mei 20110 horpe// i wikipediaZkebijakan_publik




u.\ .n.umub E x:.ni?f‘i

. kesz aLan Polmas -__mékamsme ._tersebut.

d151mpulkan bahwa kebgakan Polmas belumlah
_ mengad0p51 ka;dahwkazdah dalam agenda
: sezzing. dan formulasi ‘kebijakan,  Kebijakan
Polmas tidak lebih ‘dari sebuah kebgakan yang
: berszfat sentralistik dan tertutup dari intervensi
stakeholders sebagai pemangku kepentmgan
terhadap kebijakan Polmas.

Kesunpulan

Perumusan - kebijakan . - Perpolisian
Masya:akat (Polmas) yang ' dilakukan . oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
belum menggambarkan hubungan timbal balik
antara clemen lingkungan, stakeholders dan
ke;_Bijakan Polmas. Pertama, berkaitan dengan
elemen lingkungan, ditemukan bahwa elemen
Lingkungan persepsi Polri begitu masih sangat
..dominan,.... pelibatan... stakeholders...

dan . pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam
mempersepsikan  elemen - lingkungan . hanya
scbatas pelibatan para pakar, dan pelibatan
pakar ini ditakukan melalui public hearing yang
tujuannya hanya sebatas untuk mendapatkan
masukan  terkait konsep Polmas yang akan
dikembangkan Polri di Indonesia. Artinya,
pelibatan para pakar dalam mempersepsikan
tidak  mempengaruhi

elemen lingkungan

. 'ada Altemaﬁfkebg a.kan sama sekali f dak . da B :1ntefpxeta51 Poln bahwa tldak ad'ﬁ kewajibéﬁ:

s "Kapoln pada waktu itu, yaxtu Bapak ]enderal
U Sutanto telah mennhh Polmas sebagai pxhhan'
| '._"'-'-kebljakan Poln, yang kemudzan dltmdaklanjun
-~ dengan pembentukan Pokja Polmas sebagai Tim -
e Perumus kebijakan Polmas, Kondm itu, dapat

'untuk kemudian dzcarl pemecahan masalah }’ano - keputus
.':-.-':_-:;t:.'b&lk Pemec' a_n' masalah tersebut berasal_":

':.:s.ebagél keblja_kaﬁ Poin .
_f-:_.:masalah_Kmntibmas L

: bag1 Polri untuk mehbatkan sz‘a.%eisolders danf‘:'
g pihak~p1hak terka1t dalam perumusan’ kebljakan;:_ e
Polmas,  karena. ‘perumusan: kcbgakan Polmas "

“-adalah hngkup kewenangan: Poln sebagalmarla e

di atur dalam: Undang- Undang No. 2 Tahun-'m-'

2002, tentang ‘Kepolisian - Negara Repubhk_

Indonesia, khususnya Pasal 15 Ayat (1) e yang'
memberi ' kewenangan Polri .untuk membuat
Peraturan  Kepolisian . ‘atau - kebijakan - publik: -
Fakta:ini - juga tergambar - dalam Perkap -
Kapolri (N0.26 ‘Tahun2010), tentang tata -
cara pembentukan Perpol. Di dalam proses
perumusan kebijakan Polmas dengan mengacu
pada Perkap Kapolri (No.26 Tahun 2010)
menutup peluang bagi sz‘aée/:ola’ers untuk terlibat
dalam proses perumusan kebgakan Poimas Hal
ini menggambarkan Pproses perumusan kebl_]&kal_l =
Publik Polri termasuk dalam hal ini kebijakan
Polmas berlangsung dalam ruang tertutup
(black box) yang tidak memungkinkan masuknya
intervensi dari pihak luar.

Ketzga, elemen kebijakan, memang diakui

bahwa kebgakan Polmas merupakan produk

eksternal--

badan atau Iembaga pemermtah dalam hal
ini Polri. Namun, karena kebijakan Polmas
adalah produk dari perumusan Polri sendiri,
tanpa melibatkan sikeholders dan pihak-pihak
terkait, maka kebijakan Polmas dapat dimaknai
sebagai kebijakan yang tidak menggambarkan
arena stakeholders berupa badan atau pemerintah
dalam merumuskan kebijakan Polmas yang
bersifat proses dialektika yang saling berinterkasi
secara intensif di antara siekeholders

yang
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.ome unghnkan menghasﬂkan kebgakan yang

iy Menga - ﬁadé uraiaﬁ: d1 Eﬁt'é;s dapaf
i ':dzkemukakan * bahwa dalam  perumusan

i kebijakan. Polnias, Polri _ sebagai aktor utama

: . kebijakan (pernrakarsa kebl_lakan) Polmas belum
i mehbatkan stakeholders dan- p1hak—p1hak terkait. -
4 1sebabkan karena adanya’ anggapan Polri, -

_'_:bahwa rnasalah perurmusan kebgakan Polmas

“adalah lingkup kewenangan Polri sehingga tidak
~ ada kewajiban bagi Polri untuk berkoordinasi
'.’.deﬁgaﬁ" stakeholders dan - pihak-pihak terkait
'untuk terhbat dalam - perumusan - kebijakan
' Polmas ‘Padahal pada bagian yang lain UU
(No. 2 Tahun 2002), tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan UU: (No. 32 Tahun
2004), tentang Pemerintahan Daerah, masalah
keamanan dan ketertiban masyarakat adalah
masalah yang dapat dikelola antara Polri dan
Pemerintah  Daerah serta /instansi samping
lmnnya ' i 4 '
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